
, 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 21 TA HUN 20 I 2 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HlBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Menimbang: 

Mengingat : 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14,Pasal 
16 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Peraturan 

Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Hiburan maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatcn 

Klungkung Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Pajak Hiburan. 

I. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Dacrah- daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tcntang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Peraturan Pcmcrintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem 

informasi keuangan Daerah {Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 49) scbagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 

56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

7. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang 

pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 

Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut 

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibaya.r 

Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 

Peraturan Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 

2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klungkung Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung 

Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 

Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran 

Daerah Kabupaten 
Klungkung 

Nomor 

3); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 

TENTANG PAJAK HIBURAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemcrintahan Dacrah Kabupaten 

Klungkung. 

3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang 

selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. 
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5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

6. Pajak Hiburan adalah pajak atas pcnyelenggaraan hiburan. 

7. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SSPD, 
adalah bukti pembayaran atau pcnyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan mcnggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain kc Kas Daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk olch Kepala Daerah. 

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif 
dan jumJah yang masih harus dibayar. 

10. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang 

selajutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan. 
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lcbih Bayar yang selajutnya 

disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 

atau tidak seharusnya terutang. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selajutnya disingkat 

SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

pokok pajak sama besarnya dcngan jumlah kredit pajak, atau 

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda. 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 

Jama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib 

pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

yang terutang. 
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15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya J (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku 
yang tidak sama dcngan tahun kalcnder. 

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam 

bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

17. Nomor Pokok Wajib Pajak Dacrah, selanjutnya disingkat 
NPWPD. 

18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan pcnyetoran. 

19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

BAB II 
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, 

SKPDKB DAN SKPDKBT 

Bagian Kesatu 

SPTPD 
Pasal 2 

(1) Wajib Pajak memperolch formulir SPTPD yang diterbitkan oleh 

DPPKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran l 

yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(2) Setiap akhir masa pajak, Wajib Pajak mcngisi dan menandatangani 

Formulir SPTPD yang memuat perincian omzet dan pajak terutang 

dengan benar dalam rangkap 4 ( empat ); 

(3) SPTPD dan dokumen pendukung lainnya disampikan kepada 

DPPKA paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah berakhimya masa 

pajak, dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian: 

a. Lembar kesatu untuk wajib pajak; 
b. Lembar kedua untuk seksi penagihan; dan 

c. Lembar ketiga untuk scksi penetapan; 
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(4) Seksi Pendataan pada DPPKA mencatatkan SPTPD dalam Kartu 

Data dan Daftar SPTPD. 

Bagian Kedua 

SKPDKB 

Pasal 3 

( 1) SKPDKB ditcrbitkan oleh DPPKA dalam hal : 

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 

yang terhutang, tidak atau kurang dibayar. 

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKA dalam jangka 

waktu 7 ( tujuh ) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaika.n pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam 
surat teguran. 

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 

terhutang dihitung secara jabatan. 

(2) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

(3) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh 

seksi Penetapan berdasarkan data dari seksi Pendataan dan 

ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Oaerah atas nama Kepala 

DPPKA dalam rangkap 4 (empat ). 

(4) Lembar kesatu SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak dan 

rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ; 

a. Lembar kedua untuk Scksi Penagihan scbagai arsip; 

b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan 

c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan. 

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mencatatkan SKPDKB dalam Kartu 

Data dan Daftar SKPDKB. 

Bagian Ketiga 
SKPDKBT 

Pasal4 

( 1) SKPDKBT diterbitkan oleh DPPKA, jika ditemukan data baru 

dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 

bertambah jumlah pajak yang terhutang. 

(2) Formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum 

dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini, 
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(3) Formulir SKPDKBT diisi oleh seksi Penetapan berdasarkan data dari 

seksi Pendataan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak 
Daerah atas nama Kepala DPPKA dalam rangkap 4 (empat ). 

(4) Lembar kesatu SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak dan 

rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ; 
a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan scbagai arsip; 

b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan 

c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan. 

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mencatatkan SKPDKBT dalam Kartu 
Data dan Daftar SKPDKBT. 

BAB Ill 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN 

Paragraf I 

Pembayaran 
Pasal 5 

(1) Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan 
SKPDKBT ke Bendahara Penerimaan pada DPPKA dengan 

menggunakan formuhr SSPD. 

(2) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan mi. 

Paragraf 2 

Penyetoran 

Pasal 6 

Bendahara Penerimaan pada DPPKA mcnyctorkan penerimaan Pajak 

Daerah kc Kas Daerah dengan menggunakan SSPO yang dibuat rangkap 

4 ( empat ) dengan rincian : 
a. Lembar kesatu diserahkan kepada Wajib Pajak; 

b. Lembar kedua untuk arsip; 

c. Lembar ketiga diserahkan kepada Seksi Penetapan; dan 

d. Lcmbar keempat diserahkan kepada Seksi Penagihan. 
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Paragraf 3 

Tempat Pembayaran 
Pasal 7 

Tempat membayar pajak bagi wajib pajak pada Bendahara Penerimaan 

DPPKA atau pada Bank yang ditetapkan. 

ParagraJ 4 

Angsuran Atau Penundaan 

Pasal 8 

(1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 

yang ditcntukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan 

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(2) Pajak yang dapat diangsur atau ditunda adalah pajak terutang 

sebagai akibat terbitnya SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan 

Pembetulan. 

(3) Tata cara Angsuran a tau Penundaan diatur sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran atau 

Penundaan kepada Bupati mela1ui DPPKA; 
b. Seksi Penagihan pada Bidang Pajak Daerah, mencatat Surat 

Permohonan Angsuran atau Pcnundaan kedalam buku register; 

c. Bidang Pajak Daerah pada DPPKA, meneliti Surat Permohonan 

Angsuran atau Penundaan untuk dijadikan bahan pertimbangan 

dalam menyetujui atau menolaknya; 

d. DPPKA mohon persetujuan Bupati terhadap hasil penelitian 

permohonan anggsuran atau penundaan. 

e. Apabila disetujui, dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran atau 

Penundaan; 

f. Mencatat Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan kedalam 

daftar Perjanjian angsuran atau Penundaan; 

g. Apabila ditolak, membuat Surat Penolakan Angsuran atau 

Penundaan; 

h.Mencatat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan ke dalam 

register dan; 

i. Menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Angsuran atau 

Penundaan. 
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BAB IV 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

YANG SUDAH KEDALUWARSA 

Pasal 9 

{1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Tatacara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagai berikut: 

a. Seksi Pendataan melakukan inventarisasi wajib pajak yang 
belum melakukan kewajiban setelah 5 (lima) tahun 

ditetapkannya pajak terhutang, untuk disampaikan kepada 

seksi Penetapan. 

b. Seksi Penetapan melakukan penelitian terhadap dokumen 

Saat terhutangnya Pajak, Surat Teguran dan/atau Surat 

Paksa, atau adanya pengakuan piutang pajak. 

c. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui masa penagihan 

pajak sudah kcdaluwarsa, maka DPPKA memohon persetujuan 

Bupati untuk menghapuskan piutang pajak. 

d. Apabila disetujui, maka dibuatkan Keputusan Bupati tentang 

Penghapusan Piutang Pajak. 

' 
BAB V 

• TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF 

DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

Paragraf 1 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif 

Pasal 10 

(1) Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang 

terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

(2) Tata cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif 

scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) scbagai berikut : 

a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan 

atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melaJui 

DPPKA. 
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat 
• 
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Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran 

Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan 

pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan; 

c. apabila pcrmohonan scbagimana dimaksud pada huruf a tclah 
memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, maka 

diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan; 
d. Apabila permohonan scbagimana dimaksud pada huruf a Lidak 

memenuhi ketentuan, maka clibuatkan Surat Penolakan 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif; 

e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administratif kcdalam Buku Register; dan 
f. Menyampaikan Kcputusan Bupati tentang Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak. 

Paragraf 2 

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak 
Pasal 11 

(1) Bupati dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak 

SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak 

benar. 

(2) Tata cara Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau 

STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan 

atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB kepada Bupati melalui DPPKA. 

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat 

Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran 

Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan 

pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan; 

c. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, 

maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan; 

d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Pcnolakan 

Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, 

SKPDN atau SKPDLB; 
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e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau 

Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB kedalam Buku Register; dan 

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau 
Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB kepada Wajib Pajak. 

BAB VJ 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klungkung. 

Ditetapkan di Semarapura 

pada tanggal 28 September 2012 

UPATI KLUNGKUNG, 

[22kt1 
.] eeu1 

I WAYAN CANDRA 

Diundangkan di Semarapura 

pada tanggal 28 September 2012 

SEKRETARIS RAH KABUPATEN KLUNGKUNG, 

N DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 
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LAMP!RAN I 
PERATURAN UPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 2I TAHUN 2012 
TFNTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3J TAHUN 2012 TENTANG 
PA.AK HIURAN 

l EMEMINTAI! KABUT\TEN KLUNGKUNG NO. SPTTD : 
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET MAS4 PAJAK : 

L. ht Srp6ii6.2. TLP. NO. 40044 2146-2440 TAHUN PAJAK : 
rpe 

SURAT PEMBEITAHUAN PAJAK DAERAH 
(SPTPD) 

PAJAK HIBURAN 

Kepad 
Yth Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan, 

Kcuagan, dan Aset 
Kabupaten Klunglung 
di­ 

KJurghang 

PERHATTAN 
I Harp dis damn rghap 4(empat) ditulo dengan huruf Cf TAK 
2 Lngkan norot yang teredi untul pawatan yang benat 
l Setelah dist dan ditadatangms, harap dlnm dan atau drrahkan kemhahi kepad Dina Pendapatan, Pengelola, kKeuangan dan As.et 

Kabupaten klunglung Jal Untung Sutpei No 2 Kluglung pehng lamnbat tanggal 1 Hai benlutrya Ketrlabata penyerahan dart 

tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan dan dikenakan sank st administratif berupa kenalan dan burga 

I DATA WAJA PAJAK 
a Nara Wan Pa.al 
b Alam.at banpat/Ling«ungan DesaKelurah.an 

ecamat.an Kabapaten 
hal.an Telipon 

c NPwPD D I I I I I I I I I I DD I I I I 
II DATA OJEK PAJAK 

I Tanton F le 6 Slurs, Akrohat, dan Sulap 

2 Pergeclanan Keser Rak yat'Toadiesonal, Mus 7 Paeuan uda, Kenda Dermotor dan lenraa 

Tun danhatau Busana Ketangkasan 

l Koles Kcat, Lina#ag dan Seemenya • ferranan [lyard, Golf dan bowling 
4 neran ' ant Pat, Reflelss, Mandi Up/Spa dan Pusat 

Kebugaran (Fness Centre 
5 Dekotel Karole_,Kb Mala da s«weenisny IO fertdrngen Olahraga 

Ill DATA KARCIS/TIKET 

• llargaleers tard maul yang bert.a 
- Kelas Rp 

• Kclas Rp 
Kela p 

b hmnlah petunpukn tartar-far ial 

' Jurnlah pengunpng rat-rat.a orang 
d Jurnlah reja (untul Bilyard) buah 

€ Jurlah resin (untuk Ketangkasan) buah 

r lumnlah ranga/la (untul Delotl,Katao buah 

Iv PERHITUNGAN PAJAK 
I Jurmlah oenet penal da papal terutag untulk marsa pajak sebelumrya (akurulada real mas peak dalam tabun papal 

• Mas Paa [ulan Jaroan 20 sd Bulan 

b Oret Penyualn Rp 
(Dur Pengenaan Papal 

c Tan! ayak 
d Jumlh pajalk Terutang (bx c) Rp 

2 Jurnlah omet penjualan dan paak terutang dalam maa pajak sekarang (balan bersangkutan) 

• Mas Papal [utan 

b Oeet Penjuale Rp 

(Dar Pengenaan Pajak) 
c Tant Pajak 
d Jumth Pajak Terutang (b» e) Rp ( dengan huruf ) 
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IV PERNYATAAN 
Dengan mcnyadanr sepenuhnya akan segala al bat termasuk sank st-sank st sesuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

......... 20 . 
Wai Pajak 

Mode FPD-05C 

------------ ---- ------· (;un1mg o,�,n, ----- - - -- ------- ----------- ---- - 

Nara WI 
Alamat 
NPWPD 

Model PD-05C 

D 

TANDA TERIMA 
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• 
SPTPD Nomor 

Tang.gal 
Masa layak 

Yang Menenma 

Nama 
NI 

AT1 KLUNGKUNG. 

<1222140441 



LAMPRAN t 
PERATURAN BUPATT KLUNGKUNG 

NOMO 2 TA4UN 2012 
TENTANG 

ELAKSANAMN PERATURAN DAERAH KABU'PATEN KLUNGKUNG NOMOR J TAHUN 2012 TEANTANG 
PAJAK Ht/AN 

M.NAM AUAIEN ALU-GAG s K p p K R NA1NA44TAN,PENG#LL.AAN 
UANGAN DAN4MT WA4fM444AJA 444446,440 No. vutr 

• Ms ljk ; ••..•••• I I I I I I I 4444%44 Tuton . 
• ·----···------·····-·····-···· •--- .. •--•••••••••--•••>•H•-•-•• hf -- --- -- 
lwr D I I I I I I I I I I Lr I I I I 

. lh leg 

I- 

' de. le. 4/0th4/diode0tel d pen.%..let. • t pl.. kw. 
w.at l.d I I I I I I I 

%el. ----··-------··-·-- ................. 
" l.pc..le le.b4 pg .he.4. l.weds.ah.rho.et 

' leg. p 

' ll y Ter. p 
' her fl 

• 0pee.eh Ry 
be Geo yd R 
¢ h p 
d hohhyg pt dee(bgl up 

' ht kc peen lode let+d ., 
4 l44 .rf 

a log Rp . ' 0. R 
6 ht.h .wot.f (el r 

d hey.a.h hwy44+) Mp . 
loge lhrf ' 

ft4tA4AN 

f .wop»co dheeh lee. lent St to l..k Lenk ($/ 

. Ayah $4/DK ii Tak t. Kun Lby.r sol lewd wkt pah hr. 0 ( posh h) «pl 4PD4,44 im tenet pa.l l ht.l 
dee ltd pr prod 

- 
Klugh.g 20 

pd De. fed, l ioht 
cpl el Pet.pl Dr 

D lendply 

%. 
Nit 

4ode4pp.4¢ 

--- -- -------- ---- - --- ----- --- <--. ,,,_ --- - ---- - -- - - - -- ---- --- -- - -- 
ir Ort SK'DCB 

4rwd' D 
ANDA TRIM 

IIIIJ 

CD 

UPATT KLUNGKUNG, et&et 
17 

WAYAN CANDRA 
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LAMIRAN LIL 
PERATURAN HUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 2I TAHUN 2012 
TENTANG 

PELAK'SANAAN PERATURAN DAEAI KAUIUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2O12 TENTAN 
PAJAK HIBURAN 

PMNTAM ADO/FAT4ILA/GU46 s K I' D K B T DANAS PENDATATAN, ENCELOLAAN 
KEANGAN DAN ASET (SU&AT KTETAANAAK DAUAM #KU#KANG 4A¥ TAM4404 NO, URUT 

4%444 Musa Pajak: .....co........ I I I I I I I 
MA#APUA Tahun . .......................... 

Nan --------------------·---·-·······--··--··----·--··--··-························----·-··----- 
Alan.at -····-····-----·····-···--·------·-··-··················-·······-························---······---·-·--·-·- 
NpwD □ I I I I I I I I I I DD I I I I 
anggal Jatuh Tenpo 

'· ierdasarka Pas.al 70 Udang-Undang Noror 28 Tahun 2009 telah dilakukn perenksason a.ta keterag.an lain ats pelaksaan kcwajban 

yat Pajak I I I I I I I 
Na la.al ---···-····--------·-·--················-························-···· 

I n pi«coils.a at kctenga ha teebt at.as, pemgtung puoohhyogfash has dibaat aal ah saebg be«nut 

' [a lengca p 

' aal ya Terutag Rp 

' edit lake 

' ops.askelebha than Aahon sb/or0ya p ,, Sietoran yang didakuk a Rp 

' l.au-la p 
d umlah lapal yang dpt doteditlon (a+ b+ ¢) Hp 

' hsoahkckurgan pembryar lolol lj (- d p 
« Saks Ade«tef 

" iunga Kp 
l Kenik.an Kp 

' Jurolah sol si art.if (b) Rp 

" umlah yang massih hanus hibayar (4 Se) Rp 

Dean lfruf [ 

A4AN 

' latap peveto did.kolas ma«elu [#endh 'emera deg uoo Soot Setotan la laeeh (4D) 

' Apt SK4D,4T udad ta #fg Diby steth le wt wkt poling le 04 ptuh l pl 4414l den pp lo it.ugh deg 

watlasa bendaataon pf peruadgoda 

Klugh»8 20 
anepaha me lendapatn, l'emgelols Keuawgan dan Act 

epah Seki Penetpan lapak Dacrah 
Dan endpatn Lay 

""''" +1 

Modet+PD- H 

eel4ff.th 

ANDA TERIMA 

-------------------------------- 
No rat SKPDKBT 

IIIII 

NrWPD 

Mode1tpp. 

□ DD 

) 

IPATT KLUNGKUNG, 

&'ld4et 
WAYAN CANDRA 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATT KLUNGKUNG 

NOMOR 2I TAHUN 2012 
TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG 
PAJAK HIBURAN 

MINA444UIATNKL.UINGK4ING 

INANE.NDA!ATANENGELAMAAN, KE(IANGAN DAN ANET SURAT SETORAN PAJAK DAERAH NO. BUKTL 
44%4444444gr44At 

M44444ill4 IS s P D 

endahara enerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan cangan dan Act Kabupaten Klungkung 
Telath menerima sang sebesar Rp 
I ) 
dani wajib pajak 
Nara 
Alamat 
NPWPD □ I I I I I I I I I I DD I I I I 
Sebuaga Pembaryaran ayak .... 

untuk mas.a payak Tahun Panak 20 Berdasarkan ) 
I Surat Ketetapan 

Laro [Swor [lsx Keeman 

[_ls remteotr []sroxnr 
Nomor Tang.ca! 

2 Perhitungan Sendiri 
[lsrrro om Tang8al 

Dengan Rincan 
Ne Kode Rekemng Jems Pajak Jumlah (RD) 

JUMLAH 

Diterima Klungkung. 20 

anggal ....... 
Pembayar / Penyetor, endahara l'enermaan 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aet 
Kabupaten Klungkung 

Nara 
NI 

Lembar (ash) untuke Wait Pajak 
Lembat untuk Bendahara Penenmaan 
Lembar dilampiti SPTPD untuk Seksi Penetapan 
Lembar dilampiri SPTPD untuk Penagihan 

)Ben tanda V pada kotak 
Mode1pp.24 

U. ATI KLUNGKUNG, 
@1cu444'1 

I WAYAN CANDRA 
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